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PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

ABSTRAK  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur; 

  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4268); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 

3); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130) sebagaimana telah diubah 



dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 139); 

  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Insentif pemungutan pajak dan retribusi 

daerah adalah tambahan penghasilan (maksimal 5% dari realisasi) sebagai 

penghargaan kinerja pegawai/instansi pelaksana. Pemberiannya didasarkan pada 

target penerimaan triwulanan yang disahkan dalam APBD. Pemanfaatannya ditujukan 

untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan pelayanan. 

CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2026. 

    

 


